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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
xi 
 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و Wau W We 
xii 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Z|ukira 
3. بهذي Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xiii 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
xiv 
 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. طلأا ةضورلاف  Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul 
at}fa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
xv 
 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata 
sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
xvi 
 
2. نوذخأت Taꞌkhuz|una 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 م ام وحملوسرلاإ د Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر هللدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل هللا نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Sigit Budiyanto, NIM : 122121036 , “Strategi Advokat Sebagai Pemberi 
Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Studi Kasus Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa 
Tengah)” 
Berdasarkan data dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 
‘Aisyiyah Jawa Tengah mengatakan bahwa angka kejadian kekerasan dalam 
rumah tangga terus meningkat. Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 
2003 mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-
cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Termasuk didalamnnya 
korban KDRT.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang digunakan advokat 
dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban KDRT dan mengetahui 
strategi yang paling efektif yang digunakan advokat dalam memberikan bantuan 
hukum. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan 
menggunakan dua sumber data primer dan sekunder. Primer diambil dari data-
data temuan di lapangan baik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan 
sekunder diambil dari literature yang relevan. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan metode induktif yaitu metode yang diawali dari 
persitiwa-peristiwa yang konkrit di lapangan secara umum untuk kemudian 
diambil konklusi. 
Hasil dari penelitian ini adalah pertama, strategi yang digunakan advokat 
dalam pemberian bantuan hukum dengan menggunakan dua cara yaitu Non 
litigasi dan Litigasi. Kedua, strategi yang paling efektif adalah melakukan 
pendekatan secara masif terhadap korban agar lebih mudah untuk mendiagnosa 
seluruh permasalahan yang dihadapi, dan membangun komunikasi yang baik agar 
lebih mudah dalam pengumpulan alat bukti. 
Kata Kunci : Advokat, KDRT, dan Bantuan Hukum. 
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ABSTRACT 
 
Sigit Budiyanto, NIM: 122121036, "Advocates' Strategy As Providers of 
Legal Aid Against Women Victims of Domestic Violence (Case Study of the 
Law and Human Rights Council of the Regional Leader‘ Aisyiyah Central 
Java) " 
Based on data from the Law and Human Rights Council, Regional Leader 
‘Aisyiyah, Central Java said that the incidence of domestic violence continued to 
increase. Advocates in Law No. 18 of 2003 have the obligation to provide legal 
assistance for free to those who cannot afford justice. This includes victims of 
domestic violence.  
The purpose of this study was to find out the strategies used by advocates in 
providing legal assistance to victims of domestic violence and to find out the most 
effective strategies used by advocates in providing legal assistance. 
This research is a qualitative field research, using two primary and 
secondary data sources. Primary is taken from the findings data in the field both 
observation, interview, and documentation, while the secondary is taken from 
relevant literature. The data analysis technique uses descriptive qualitative with 
inductive method, which is a method that starts from concrete events in the field 
in general and then concludes. 
The results of this study are first, the strategies used by advocates in the 
provision of legal assistance using two methods, namely Non-litigation and 
Litigation. Second, the most effective strategy is to approach the victim still to 
make it easier to diagnose all the problems faced, and establish good 
communication to make it easier to gather evidence. 
Keywords: Advocates, Domestic Violence, and Legal Aid. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan merupakan 
bagian integral dari masyarakat. Perempuan memang diciptakan berbeda 
secara biologis dengan kaum laki-laki, tapi dia mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki baik dalam keluarga sebagai 
anak dan isteri maupun di tengah masyarakat. Jadi perempuan bukanlah 
“satelit”1 kaum laki-laki. Artinya perempuan tidak hanya dianggap sebagai 
seorang nunut terhadap kemauan laki-laki, yakni sebelum menikah ia nunut 
(satelit) ayahnya dan setelah ia satelit (nunut) suaminya. Dalam pemahaman 
ini, jika ia hanya dianggap sebagai satelit laki-laki, maka berarti ia tidak 
punya kepribadian sendiri. Eksistensinya selalu dikaitkan dengan eksistensi 
kaum laki-laki seperti ayah dan suami, sehingga keberadaannya tidak punya 
arti tanpa kehadiran pria.2 
Marginalisasi yang dialami kaum wanita hampir terjadi dalam setiap 
tempat, baik itu dalam pekerjaan, masyarakat atau kultur bahkan Negara. Hal  
                                                          
1 Istilah ini pertama kali digunakan oleh Tatik Herati dalam tulisannya “Wanita dan Citra 
diri” dalam Prisma, No.7 Juli 1981, hlm. 56. 
2 Erwati Aziz, Abdul Aziz, dkk., Relasi Gender Dalam Islam, Sukoharjo: PSW STAIN 
Surakarta Press, 2002, hlm. 25. 
2 
 
 
tersebut bahkan sudah terjadi dalam lingkungan kecil mereka yaitu kehidupan 
rumah tangga.3 Angka kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di  
Indonesia terus meningkat berdasarkan data dari Majelis Hukum dan HAM 
Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. 
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah 
ini di dirikan pada tahun 2002 periode Muktamar periode 2002-2005 dengan 
nama Lembaga Hukum HAM dan Advokasi Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 
Jawa Tengah. Hal yang melandasi berdirinya lembaga ini adalah untuk 
menegakkan nilai-nilai kebenaran universal dan membela hak-hak kaum 
tertindas sebagai manivestasi dari gerakan persyarikatan Muhammadiyah 
yakni amar ma’ruf nahi munkar. Di samping itu juga merupakan amanat dari 
muktamar. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa 
Tengah merupakan organisasi bantuan hukum di bawah naungan ‘Aisyiyah 
yang telah terakreditasi. 
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah 
telah menagani banyak kasus KDRT, tercatat dalam kurun waktu tiga (3) 
Tahun terakhir telah menyelesaikan sebanyak 510 kasus pada Tahun 2015, 
Tahun 2016 sebanyak 650 kasus, Tahun 2017 sebanyak 695 kasus dan Tahun 
2018 mencapai 790 kasus.4 Jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa angka 
KDRT tiap tahun meningkat, data tersebut tidak menuliskan secara khusus 
                                                          
3 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2013), hlm 15. 
4 Laporan Tahunan Kasus yang ditangani Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Aisyiyah 
Jawa Tengah, Surakarta, 2019. 
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pada korban perempuan KDRTnya, karena sudah jelas pula bahwa peran 
daripada Lembaga Bantuan Hukum bergerak pada pemberian bantuan hokum 
terhadap perempuan dan anak korban KDRT. 
Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Advokat dimana seperti yang 
disampaikan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat 
bahwa jasa atau pemberian bantuan hukum yang diberikan advokat berupa 
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk 
kepentingan pencari keadilan atau korban KDRT,5 dan Paralegal dapat 
membantu Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada korban 
KDRT di luar pengadilan, seperti : konsultasi, negosiasi, rehabilitasi, dan 
visitasi. 
Seperti kasus KDRT yang dialami oleh Ana (nama samaran) karena 
suami menganiaya serta mendzoliminya. Menurut pernyataan yang 
disampaikan oleh Ana, bahwa pengacara dalam mendampinginya bisa 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, baik ketika mendampingi 
selama diluar pengadilan maupun selama persidangan di pengadilan.6 
Kasus yang dialami Eno (nama samaran) tindak pemukulan akibat 
suami yang suka mabuk dan bermain judi. Selama didampingi oleh pengacara 
dalam menghadapi kasusnya, Eno sangat terbantu karena kasus yang 
                                                          
5 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
6 Ana, Korban KDRT klien di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 
Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, 11 Mei 2019, jam 11.00-12.00 WIB. 
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dideritanya bisa terselesaikan dan dia bisa mendapatkan perlindungan secara 
hukum.7 
Kasus yang dialami pula oleh Tuti (nama samaran) yang mengalami 
tekanan batin karena tidak adanya keterbukaan antara suami dengannya, 
sehingga muncul rasa curiga yang ujung-ujungnya timbul percecokan yang 
berlebihan. Dalam perkara ini Tuti juga menyampaikan selama didampingi 
pengacara kasus yang tengah dihadapinya bisa dengan cepat diproses ke 
pengadilan.8 
Berdasarkan beberapa kasus di atas bahwa bantuan hukum secara 
litigasi yang dilakukan Advokat tentu memiliki peran yang signifikan dalam 
melakukan pendampingan dan advokasi terhadap kasus-kasus KDRT baik 
oleh paralegal maupun advokat yang berada di dalamnya. Begitu juga 
bantuan hukum secara non Litigasi yang dilakukan oleh Advokat juga 
memiliki peran penting supaya perkara yang dialami pihak korban bisa terurai 
semuanya, sehingga nantinya dalam memberikan pendampingan bisa sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Untuk itu yang akan 
menjadi kajian dalam penelitian ini adalah “STRATEGI ADVOKAT 
SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP 
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
(Studi Kasus Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiah 
                                                          
7 Eno, Korban KDRT klien di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 
Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, 15 Mei 2019, jam 16.00-17.00 WIB. 
8 Tuti, Korban KDRT klien di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 
Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2019, jam 10.00-11.00 WIB. 
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Jawa Tengah)”. Karena advokat dalam hal ini merupakan salah satu unsur 
sistem peradilan dan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan 
supremasi hukum dan hak asasi manusia9 memiliki peran yang signifikan 
dalam memenuhi hak-hak prinsipil perempuan sebagi korban KDRT.  
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apa strategi yang digunakan advokat di Majelis Hukum dan HAM 
Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam pemberian bantuan 
hukum terhadap perempuan korban KDRT? 
2. Apa strategi yang paling efektif dalam pemberian bantuan hukum 
terhadap perempuan korban KDRT di Majelis Hukum dan HAM 
Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tentu penelitian ini bertujuan 
untuk : 
1. Mengetahui strategi yang digunakan advokat di Majelis Hukum dan 
HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam pemberian 
bantuan hukum terhadap perempuan korban KDRT? 
2. Mengetahui strategi yang paling efektif dalam pemberian bantuan 
hukum terhadap perempuan korban KDRT di Majelis Hukum dan 
HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah? 
  
                                                          
9 Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. 
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D. Manfaat Penelitian 
Disamping tujuan di atas penelitian ini diharapkan juga dapat 
memberikan manfaat sebagaimana di bawah ini: 
1. Akademis  
Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah 
khazanah kepustakaan yang bernilai bagi kalangan masyarakat indonesia 
khususnya bagi pemerhati hukum yang menyangkut Hak Asasi Manusia 
dan bagi para calon advokat, umumnya untuk masyarakat yang masih 
awam tentang peran dan strategi advokat di Majelis Hukum dan HAM 
Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam pemberian bantuan 
hukum terhadap perempuan korban KDRT. 
2. Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
para advokat atau para pengambil kebijakan dalam merumuskan hukum 
agar berjalan sesuai dengan perundangan yang berlaku. 
E. Kerangka Teori 
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang 
serius dan banyak terjadi dikalangan perempuan Indonesia. Meskipun 
demikian, memang cukup sulit untuk menemukan akurasi angka yang 
menunjukkan tindak kekerasan yang terjadi. Hal ini dikarenakan 
fenomena tersebut masih menjadi hal yang tabu ditambah tindakan 
tersebut terjadi dalam lingkup keluarga. Karena memang kekerasan 
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dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang mengacu pada 
kekerasan yang terjadi pada relasi keluarga. 
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.10 
Lingkup rumah tangga dalam UU tersebut meliputi suami, istri, 
anak orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam 
rumah tangga, dan pekerja atau pembantu rumah tangga. Berdasarkan 
batasan ini, KDRT mencakup kekerasan terhadap anak, anggota keluarga 
yang lain, dan pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah tangga. 
Faktanya, berdasarkan beberapa hasil penelitian dan data kasus yang ada, 
fenomena kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap 
perempuan (istri) adalah yang dominan. 
a. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan 
Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk 
melukai manusia atau merusak barang, serta mencakup ancaman 
pemaksaan bagi kebebasan individu. Bentuk-Bentuk kekerasan 
adalah sebagai berikut: 
                                                          
10 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. 
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1) Kekerasan Fisik 
2) Kekerasan Psikis 
3) Kekerasan Seksual 
4) Penelantaran atau Deprivasi Ekonomi 
b. Hak Korban KDRT 
1) Korban KDRT berhak untuk mendapatkan perlindungan dari 
pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, 
lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 
2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis 
3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban 
4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada 
setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, dan 
5) Pelayanan bimbingan rohani11 
2. Bantuan Hukum 
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
memberikan pengertian bantuan hukum sebagai jasa hukum yang 
diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah 
lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang 
memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang 
                                                          
11 Ibid., Pasal 10. 
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tersebut. Sedangkan yang berhak menerima bantuan hukum adalah orang 
atau sekelompok orang orang miskin. 
Dalam pelaksanaan bantuan hukum harus berpegang teguh pada 
prinsip atau asas sebagai berikut : 
a. Keadilan 
b. Persamaan kedudukan didalam hukum 
c. Keterbukaan 
d. Efisiensi 
e. Efektifitas 
f. Dan akuntabilitas 
Dari masing-masing asas tersebut kemudian diuraikan dalam 
Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum, yaitu : a) asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban 
setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib, b) asas 
persamaan kedudukan di dalam hukum adalah setiap orang memiliki hak 
dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung 
tinggi hukum, c) asas keterbukaan merupakan pemberian akses kepada 
masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, 
dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak 
secara konstitusional, d) asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian 
bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada, e) asas 
efektifitas yaitu menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan 
hukum secara tepat, dan f) asas akuntabilitas, bahwa setiap kegiatan dan 
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hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.12 
3. Advokat 
Istilah advokat berasal dari bahasa latin yaitu advocates yang 
artinya : seseorang ahli hukum yang memberi bantuan hukum atau 
pertolongan dalam kasus-kasus hukum. Bantuan atau pertolongan ini 
bersifat memberikan masukan atau nasehat-nasehat yang berbentuk jasa. 
Sesuai perkembangannya kemudian advokat dapat diminta oleh siapapun 
yang memerlukan untuk beracara dalam bidang hukum.13 Sedangkan 
dalam Kamus Poket Bahasa Indonesia advokat adalah ahli hukum yang 
memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penasihat hukum atau 
pembela perkara dalam pengadilan.14  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
memberikan pengertian advokat sebagai orang yang berprofesi memberi 
jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang telah 
memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Pengangkatan 
seseorang sebagai advokat sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 
ayat (2) Undang-Undang Advokat adalah sebagai berikut : 
                                                          
12 Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 
13 Yosafat Arby, Peran Advokat Dalam Penanganan Pelaku dan Korban Tindak Pidana 
Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Yogyakarta. 2016. hlm 3. 
14 Bonafacio Alexander dan Yettik Wulandari, Kamus Poket Bahasa Indonesia, 
(Yogyakarta: Aksara Sukses, 2014), hlm 67. 
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1) Seseorang yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang 
berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti 
proses pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi 
advokat. 
2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. 
3) Salinan surat pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. 
Adapun tugas advokat yaitu anta lain: 
1) Mewawancari klien dan memberikan konsultasi hukum. 
2) Menulis perkara hukum dan menyiapkan pembelaan secara tertulis 
untuk kliennya. 
3) Mendampingi klien di pengadilan maupun di luar pengadilan. 
4) Mempertanyakan saksi. 
5) Melakukan Negosiasi. 
6) Menjadi mediator. 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mairda Sukma Fatichah “Peran 
Pendamping (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri 
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di Majelis Hukum 
dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah), Skripsi 2016. Penelitian ini menemukan 
hasil bahwa paralegal dalam melakukan pendampingan dalam korban KDRT 
dilakukan pada saat korban melakukan pelaporan dan pemeriksaan hingga 
korban akan melakukan proses persidangan serta pendampingan pasca 
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persidangan.15 Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan akan 
terfokus pada strategi advokat yang digunakan dalam pendampingan diluar 
Pengadilan atau saat pelaporan dan pendampingan di dalam proses 
persidangan hingga mendapatkan putusan dari majelis hakim. 
Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Farihatin “Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga” (Studi Tentang Pendampingan Pusat Pelayanan 
Terpadu Perempuan Dan Anak Rekso Dyah Utami Di Yogyakarta Terhadap 
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Skripsi, 2018. Kesimpulan yang 
disampaikan dalam skripsi tersebut menguraikan bahwa Pusat Pelayanan 
Terpadu dan Anak Rekso Dyah Utami melakukan berbagai pelayanan 
terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan 
dalam rumah tangga yang ditangani P2TPA Rekso Dyah Utami mencakup 
beberapa aspek, yaitu kekerasan fisik, psikologis, ekonomi serta seksual.16 
Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana akan terfokus 
pada strategi Advokat di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 
‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap 
perempuan korban KDRT. 
                                                          
15 Mairda Sukma Fatichah, “Peran Pendamping (Paralegal) Dalam Memberikan 
Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di 
Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 
MuHAMmadiyah Surakarta. Surakarta. 2016. 
16 Farihatin, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Tentang Pendampingan Pusat 
Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Rekso Dyah Utami Di Yogyakarta Terhadap Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta. Surakarta. 2008. 
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Kemudian dalam penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap 
Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi 
Pelaksanaan Perlindungan Hukum di SPEK-HAM Surakarta dan LBH 
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”. 
Kesimpulan dalam penelitian ini: 1) Pelaksanaan perlindungan hukum 
terhadap perempuan korban KDRT di SPEK-HAM Surakarta dan LBH MHH 
PWA Jateng meliputi perlindungan psikologis, medis, ekonomi dan hukum. 
2) Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan 
korban KDRT di spek-HAM surakarta dan LBH majelis hukum dan HAM 
PWA Jateng sebagaimana dalam analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 dan dalam Hukum Islam.17 
Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada strategi advokat sebagai 
pemberi bantuan hukum terhadap perempuan korban KDRT. 
Dari beberapa penelitian sebelumnya maka terlihat jelas perbedaannya 
dengan penelitian ini, dalam penelitian sebelumnya yang terfokus pada peran 
paralegal dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri korban KDRT, 
pendampingan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak, serta 
pelaksanaan perlindungan hukum di SPEK-HAM dan Lembaga Bantuan 
Hukum terhadap perempuan korban KDRT. Maka dalam penelitian ini 
penulis lebih fokus pada strategi advokat sebagai pemberi bantuan hukum 
bagi perempuan korban KDRT, sehingga lebih khusus dalam pembahasan 
                                                          
17 Muhammad Ismail, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT)” (Studi Pelaksanaan Perlindungan Hukum di SPEK-HAM 
Surakarta dan LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah), 
Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta. 2018. 
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mengenai beberapa strategi yang dilakukan oleh advokat untuk memberikan 
bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang berhubungan dengan perkara 
yang dialami oleh para korban KDRT khususnya strategi apa saja yang 
dilakukan oleh advokat selama memberikan pendampingan terhadap 
perempuan korban KDRT baik litigasi maupun non Litigasi. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif 
Lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan karena sumber data-
datanya, baik primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan, 
maupun data sekunder yaitu berupa data yang berasal dari buku-buku 
atau literatur yang dipublikasikan.18 Hal itu dilakukan karena tujuan dari 
penelitian ini tidak lain untuk memenuhi hasrat keingintahuan penulis, 
seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa penelitian secara umum 
memiliki tujuan yang bersifat penemuan yaitu data yang diperoleh dari 
penelitian tersebut adalah data yang betul-betul baru yang belum pernah 
diketahui sebelumnya, bersifat pembuktian yaitu data yang diperoleh 
digunakan untuk membuktikan keraguan terhadap informasi atau 
pengetahuan tertentu, dan bersifat pengembangan yakni memperdalam 
dan memperluas pengetahuan yang telah ada.19 
  
                                                          
18 Muh. Nazir, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 58. 
19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 
hlm. 3. 
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2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data 
yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui Observasi dan 
Wawancara di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 
‘Aisyiyah Jawa Tengah. Observasi biasa diartikan sebagai 
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang 
tampak pada obyek penelitian20 langsung kondisi lapangan yang 
menjadi objek penelitian. Wawancara merupakan interaksi secara 
langsung untuk memperoleh informasi yang dilakukan oleh dua 
pihak yatiu interviewer yang mengajukan pertanyaan dan interview 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.21 
b. Data Sekunder 
Sedangkan data sekunder penulis dapatkan melalui 
dokumentasi yang berupa literatur-literatur ilmiah yang relevan 
dengan kajian yang penulis lakukan. Dokumentasi yaitu mencari 
data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perempuan korban 
KDRT, bantuan hokum, peran serta Advokat dalam memberikan 
Bantuan Hukum di Lembaga Majelis Hukum dan HAM Pimpinan 
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. 
  
                                                          
20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
Cet. 20, 2004), hlm. 174. 
21 Ibid, hlm. 186. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode 
dokumentasi dan wawancara secara langsung, pengumpulan buku-buku, 
hasil penelitian, maupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan fokus 
bahasan penelitian tersebut. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan 
Tujuh (7) responden yang terdiri dari dua (2) responden Advokat dari 
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah 
dan lima (5) responden dari perempuan Korban KDRT yang pernah 
ditangani oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 
Jawa Tengah. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah 
deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji serta mengkaitkan data-data yang 
diperoleh dengan maksud memperoleh kejelasan permasalahan yang 
sedang dibahas untuk dijabarkan dalam bentuk penjelasan. Dalam 
menganalisa permasalahan penulis juga menggunakan metode induktif, 
yakni metode berfikir yang diawali dari kejadian-kejadian khusus atau 
peristiwa yang konkrit untuk ditarik konklusi secara umum. Analisa data 
juga dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang 
menggunakan deskripsi yang jelas dalam menguraikan suatu 
permasalahan yang problematis yang akan dicapai dari gambaran umum 
menuju ke permasalahan yang khusus untuk diangkat sebagai tema 
penelitian. 
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H. Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima bab: 
BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan. 
BAB II Berisi landasan teori, menguraikan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, Bantuan Hukum dan Advokat. 
BAB III Deskripsi Data Penelitian yang berisi Gambaran umum MHH 
PWA JATENG dan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap 
Perkara KDRT. 
BAB IV Analisis tentang strategi yang digunakan advokat di Majelis 
Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam 
pemberian bantuan hukum terhadap perempuan korban KDRT. Apa strategi 
yang paling efektif dalam pemberian bantuan hukum terhadap perempuan 
korban KDRT di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 
Jawa Tengah? 
BAB V adalah akhir dari penulisan skripsi yaitu penutup yang berisi 
kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dikemukakan seluruh hasil temuan 
penelitian dalam bentuk kesimpulan. Selain itu juga akan dikemukakan 
beberapa saran yang semoga dapat bermanfaat. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kekerasan” diartikan 
dengan perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang 
menyebabkan cidera atau matinya seseorang, atau menyebabkan 
kerusakan fisik.22 Maka kerusakan itu merupakan wujud perbuatan yang 
lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsure 
yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak relaan pihak 
yang dilukai. 
Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal 
maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok 
orang terhadap orang lain, sehingga menyebabkan efek negative secara 
fisik, emosional dan psikologis. Lebih lanjutnya nurhadi mendefinisikan 
kekerasan sebagai suatu tindakan paksaan secara baik secara persuasive 
maupun fisik ataupun gabungan keduanya.23 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang 
Pengahapusan Kekerasn Dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
                                                          
22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet VII. 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 425. 
23 Nurhadi, Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal 
Perempuan, (Jakarta), 2002, hlm. 72. 
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kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau 
penelantaran rumah tangga yang termasuk di dalamnya ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.24 
Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disahkan dan 
berlaku, kemudian pemerintah mensosialisasikan Undang-Undang 
tersebut kepada masyarakat, akan tetapi kurang maksimal sehingga 
berakibat banyaknya anggapan-anggapan yang lahir dari ketidakpahaman 
dalam Undang-Undang tersebut. 
Dasar hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adapun penjelasan 
dan definisi kekerasan dalam rumah tangga telah di jelaskan pada Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang KDRT yang menjelaskan “KDRT ialah setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan, yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis atau penelantaran rumah tangga.” 
Lingkup kekerasan yang masuk kategori KRDT itu banyak sekali, 
baik kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul,menganiaya, 
penelantaran dan sebagainya), kekerasan psikis (tindakan eksploitasi, 
pelecehan, penghinaan, ancaman dan lain sebagainya), kekerasan 
                                                          
24 Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga 
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seksual, juga dapat berupa KDRT yang berhubungan dengan 
perekonomian. 
Korban KDRT lebih cenderung dialami oleh perempuan, akan 
tetapi dalam Undang-Undang KDRT korban mencakup siapa saja yang 
terdapat dalam sebuah keluarga. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
KDRT dijelaskan bahwasannya “korban adalah orang yang mengalami 
kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga”. Berdasarkan 
Pasal di atas, yang menjadi korban bisa suami, istri, anak, pembantu 
rumah tangga, kakek nenek, dan bahkan bisa siapa saja yang sehari-hari 
bertempat tinggal dilingkup rumah tangga.25 
Berdasarkan pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwasannya 
KDRT adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang 
lain bisa berupa serangan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi 
sehingga menimbulkan efek negatif pada fisik, emosional dan psikologis 
atau menimbulkan rasa sakit bahkan kesengsaraan kepada orang lain. 
2. Ruang Lingkup KDRT 
Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa lingkup rumah tangga 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, pada 
Pasal ini meliputi suami, istri dan anak atau orang-orang yang 
mempunyai hubungan keluarga. Sebagaimana dimaksudkan dalam huruf 
                                                          
25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
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a karena hubungan darah, perkawinan persusuan, pengasuhan dan 
perwalian. 
Maka dari itu sudah jelas bahwasannya yang dimaksud dengan 
korban dari Undang-Undang ini harus dilindungi adalah anggota 
keluarga yang timbul karena hubungan perkawinan atau orang-orang 
yang mempunyai hubungan keluarga atau rumah tangga lainnya. Adapun 
pengertian rumah tangga di dalam Undang-Undang cakupannya luas 
sehingga tidak hanya untuk melindungi perempuan atau istri saja, tetapi 
juga anggota keluarga lainnya bahkan mereka yang tidak memiliki 
pertalian darah tetapi sudah lama hidup bersama keluarga atau bekerja 
dalam rumah tangga tersebut. 
3. Bentuk-Bentuk KDRT 
Bentuk-bentuk KDRT meliputi: a) kekerasan psikologis, b) kekerasan 
fisik, c) kekerasan seksual dan telah terangkum dalam Undang-Undang 
Nomor 23Tahun 2004, yaitu: 
a. Kekerasan Fisik 
Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka 
berat sesuai (Pasal 6), yang meliputi pemukulan, penganiayaan, dan 
sebagainya.26 
  
                                                          
26 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, (Bandung: Fokid) 
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b. Kekerasan Psikis 
Perbuatan yang bisa mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya, atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang sesuai 
(Pasal 7), misalnya ancaman terhadap seseorang. 
c. Kekerasan Seksual 
Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalam rumah tangga atau orang lain untuk tujuan 
komersial. 
d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian 
kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam 
lingkup rumah tangga. Penelantaran ini berlaku bagi orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 
melarang bekerja yang layak baik di dalam maupun di luar, sehingga 
korban di bawah kendali orang tersebut.27 
4. Faktor-Faktor Terjadinya KDRT 
Ada beberapa faktor eksternal berkaitan dengan hubungannya 
dengan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Diantaranya28: 
a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih 
unggul daripada posisi perempuan. 
                                                          
27 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 
28 Mulyani mudis trauma, Agama Melawan KDRT Studi Lembaga-Lembaga keAgamaan 
(Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2012), hlm. 57. 
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b. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama 
misalnya nusyuz. 
c. Kekerasan yang berlangsung justru tumpang tindih legitimasi dan 
menjadi bagian dari budaya. 
5. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Dampak tindakan kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga 
maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai 
berikut: 
a. Tinjauan psikologis, dampak yang terjadi pada korban dapat berupa: 
1) Terisolasi. 
2) Memiliki perasaan tidak berdaya. 
3) Selalu menyalahkan diri sendiri. 
4) Memiliki harga diri rendah. 
5) Tidak realitas dan memiliki sikap yang pasrah. 
b. Tinjauan medis 
Dampak kekerasan pada korban akan berakibat antara lain: 
1) Aspek fisik korban 
Aspek fisik pada korban bisa menyebabkan trauma fisik 
berat, hingga bisa berujung pada pembunuhan. 
2) Aspek psikis 
a) Gangguan mental, bisa berupa depresi, stress, ketakutan, 
dan keputusasaan. 
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b) Pengaruh psikologis bisa juga dialami oleh anak akibat 
sering melihat tindak kekerasan tersebut. 
c. Tinjauan waktu 
Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan 
(penganiayaan dan pelecehan seksual), korban bisa mengalami 
dampak jangka pendek dan jangka Panjang, yaitu: 
1) Dampak jangka pendek, bisaanya dialami sesaat hingga 
beberapa hari setelah kejadian perkara tersebut. 
2) Dampak jangka Panjang, terjadi apabila kekerasan tidak 
mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang 
memadai. 
6. Hak Korban KDRT 
Kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap persoalan 
pribadi, kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka persoalan KDRT 
ini menjadi dominan publik. Secara umum korban kekerasan dalam 
rumah tangga adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, 
walaupun ada juga korban justru sebaliknya. 
Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga secara substantif memperluas institusi dan Lembaga pemberi 
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perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT. Dalam Pasal 10, 
korban berhak mendapatkan29: 
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, Lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan pemerintahan perlindungan dari pengadilan. 
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perUndang-Undangan. 
e. Pelayanan bimbingan rohani. 
B. Bantuan Hukum 
1. Pengertian Bantuan Hukum 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bahwa 
yang dimaksudkan tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang 
diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
penerima bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum yaitu yayasan atau 
organisasi yang menangani permasalahan hukum, dalam hal memberikan 
bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial 
yang mereka sedang mempunyai masalah dengan hukum.30 
                                                          
29 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 
30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Bantuan Hukum. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang dimaksud 
penasehat hukum atau advokat adalah orang yang berprofesi memberi 
jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi 
persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan jasa 
hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan 
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk 
kepentingan hukum klien.31 
2. Lembaga Bantuan Hukum 
Pengertian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang 
diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 
Penerima Bantuan Hukum.” 
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang 
miskin, sedangkan Pemberi Batuan Hukum adalah lembaga atau 
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum 
Berdasarkan Undang-Undang ini.32 
Dalam menjalankan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
yaitu asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, 
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). 
                                                          
31 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
32 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 
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Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang 
menghadapai masalah hukum, pemberian bantuan hukum dilakukan 
dalam permasalahan hukum pidana, perdata, dan tata usaha Negara baik 
litigasi maupun non litigasi, kemudian Batuan Hukum dilaksanakan 
melalui menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau 
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima 
Bantuan Hukum. 
Bantuan Hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia, 
bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak 
luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada Negara-
negara yang sudah maju. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas 
dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak 
mampu dalam bidang hukum. 
Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum menjamin hak konstitusional bagi setiap orang 
atau warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. 
Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya bantuan hukum 
mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan 
aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk 
menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat 
agar aturan-aturan itu dihayati. Menurut pemikiran Adnan Buyung 
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Nasution terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan Bantuan 
Hukum dalam pengertiannya yang luas, meliputi: 
1) Bantuan hukum merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menyadari hak-hak dan 
kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara 
Republik Indonesia. 
2) Bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-
perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan 
mengikuti perubahan keadaan.33 
Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas 
juga ditetapkan oleh lokakarya bantuan hukum tingkat nasional pada 
Tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum yang merupakan 
kegiatan pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada golongan 
yang tidak mampu (miskin) baik perseorangan maupun kepada 
kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. 
Sebelumnya pada Tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum 
Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai 
pemberian kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang 
sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka 
pengadilan tanpa mengharapkan imbalan jasa. 
Bantuan hukum adalah jasa memberi bantuan hukum dengan 
bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara 
                                                          
33 Febri Handayani, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jogjakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 3. 
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pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha 
negara di muka pengadilan litigation dan atau memberi nasehat di luar 
pengadilan non litigation. 
Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum 
merupakan jasa hukum yang secara khusus diberikan kepada fakir miskin 
yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di 
dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari 
seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan 
kaidah hukum, serta hak asasi manusia”.34 
Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum 
terdapat beberapa unsur, yaitu: 
a) Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak 
mampu secara ekonomi. 
b) Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses 
persidangan. 
c) Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, 
perdata maupun tata usaha negara. 
d) Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.35 
Clerence J. Dias juga memperkenalkan pula istilah “legal service” 
yang lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”. Menurut Clerence 
J. Dias, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah: “segala bentuk 
                                                          
34 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, 
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 22. 
35 Ibid., hlm. 23. 
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pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam 
masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun 
di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperolah nasihat-
nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak 
dimilikinya sumber daya finansial yang cukup”. 
Sementara “legal service” Clerence J. Dias mengartikan sebagai: 
langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem 
hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai 
akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-
sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.36 
Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah: legal 
aid yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang 
terlibat dalam suatu kasus atau perkara: 
a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma. 
b) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang 
tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. 
c) Dengan demikian motivasi utama konsep legal aid adalah 
menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi 
rakyat kecil yang tidak paham dan buta hukum. 
Menurut Kuffal, bantuan hukum adalah pelayanan hukum (legal 
service) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan 
                                                          
36 Clerence J. Dias, (Research on legal service and proverty : its is relevance to the desigen 
of legal service programs in developing countries) Bambang Sunggono Dan Aries Harianto, 
Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju. 2009), hlm. 10. 
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perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka 
atau terdakwa sejak ia ditahan sampai dengan diperbolehkannya putusan 
pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum 
bukan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan hak asasi tersangka 
atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji 
atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.37 
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
Pasal 1 butir 9 dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang 
diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak 
mampu.38 
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikatan bahwa ruang 
lingkup bantuan hukum mencakup pemberian pelayanan hukum, 
mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan 
perbaikan pelaksanaan hukum yang akhirnya bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar mereka 
menyadari hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara. 
Pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang 
akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak 
peduli siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya.39 Konsep access to 
                                                          
37 Moh. Faza Rosyada, Pengertian Bantuan Hukum dan Advokasi, 
www.scribd.com/doc/110664038, diunduh tanggal 22 mei 2019, jam 14.00 WIB. 
38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
39 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Buku Kompas, 
2003), hlm. 177. 
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justice terhadap keadilan tidak semata terbatas pada akses terhadap 
advokat ataupun akses terhadap pengadilan, tetapi juga akses terhadap 
lembaga-lembaga keadilan yang lain. Konsep access to justice yang ada 
di Indonesia bertitik tumpu pada tujuan yakni sistem hukum yang dapat 
diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan bahwa sistem 
hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang 
adil bagi seluruh kalangan warga baik individu maupun kelompok. 
Di dalam konsep access to justice ini pula, keadilan diartikan 
sebagai sebuah keadaan dan proses dimana negara menjamin akan 
terpenuhinya hak-hak dasar bagi warga negaranya yakni hak dasar 
berdasarkan Undang-Undang 1945. Rawls di dalam A Theory Of Justice 
memberikan suatu konsep keadilan sosial, dimana keadilan sosial 
dipandang sebagai sebuah instansi pertama, standar dari mana aspek 
distributive suatu struktur dasar masyarakat dinilai.40 
Menurut Adnan Buyung Nasution, disamping memberikan 
pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, 
bantuan hukum berperan juga untuk mendidik masyarakat dalam arti 
yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina 
kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga turut serta 
                                                          
40 Rawls, Jhon. A Theory Of Justice (Teori Keadilan), Cetakan Ke-2, (Bandung: Pustaka 
Setia), hlm. 9. 
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mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum 
disegala bidang.41 
Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga non-profit (tidak 
memperoleh keuntungan) yang pendiriannya bertujuan untuk 
memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat 
yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan tidak 
mengerti hukum.42 
Aparat penegak hukum dituntut untuk menjelaskan tugasnya sesuai 
dengan apa yang dikatakan dalam Undang-Undang. Dalam teori tersebut 
mendapatkan banyak kritik dari para ahli hukum, diantaranya adalah oleh 
Nonet dan Selznick yang berpendapat bahwa kritik terhadap hukum 
selalu mengarah pada ketidakmampuan sebagai alat untuk mengatur 
perubahan dan untuk mengusahakan tercapainya keadilan.43 
Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya 
dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dalam 
mendapat keadilan terhadap hal tersebut maka disahkannya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum yang diharapkan 
                                                          
41 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan 
Aries Harianto (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 14 dan 17. 
42 Moh. Faza Rosyada, Pengertian Bantuan Hukum … 
43 R.B Soemanto, Hukum dan Sosiologi Hukum Pemikiran, Teori dan Masalah, (Solo: UNS 
Press, 2008), hlm. 145-146. 
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agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak 
mampu.44 
Dalam sejarah bantuan hukum dalam Islam istilah bantuan hukum 
(legal aid atau legal service) belum banyak dijelaskan, istilah mahamy 
juga dekat maknanya dengan peran kalangan penegak hukum di zaman 
awal perkembangan Islam.45 
Istilah bantuan hukum yang maknanya dekat dengan advokat atau 
pengacara, konsultan atau penasehat hukum bisa diartikan sebagai 
perwakilan, mewakilkan (wakalah), secara jelas pernyataan melalui 
wakil tidak dibedakan secara tegas dengan perwakilan. Orang yang 
mewakili demikian terikat oleh perintah yang telah dikuasakan dari orang 
yang kurang cakap hukum untuk menjalankan semua apa yang telah 
dikuasakan kepadanya.46 Adapun wakalah dalam peribadatan hukumnya 
tidak sah, namun wakalah dalam hukum islam seperti memberikan 
bantuan hukum untuk menjadi wakil dalam suatu urusan adalah 
hukumnya boleh.47 
                                                          
44 Abdurrahman Ridwan Syahrani, Hukum dan Peradilan, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 
71. 
45 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Agama Islam Hubungannya Dengan Undang-
Undang Advokat dan Penegakkan Hukum di Indonesia, (Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 35. 
46 Josepht Schacht, Pengantar Hukum Islam (diterjemahkan dari Josepht Schacht, An 
Introduction to Islamic law, Oxford University Press London), (Bandung: Nuansa, 1965), hlm. 
178. 
47 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 521. 
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Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan Organisasi Non 
Pemerintah (ORNOP), karena didirikan atas dasar inisiatif dari elemen 
masyarakat tertentu yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). 
Lebaga bantuan hukum ini berkiprah di dalam menyediakan bantuan 
hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan kelompok-kelompok 
masyarakat yang terpinggirkan. 
Adapun Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum dalam 
melindungi hak-hak masyarakat miskin atau tidak mampu, yaitu: 
a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. 
Secara garis besar pemberian bantuan hukum secara Cuma-
cuma kepada penerima bantuan hukum, yaitu orang atau kelompok 
orang miskin yang menghadapi masalah hukum. 
b) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman. 
Dalam Undang-Undang tersebut kekuasaan kehakiman 
terdapat dalam BAB XI Pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat (1) telah 
dijelaskan bahwa hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu 
perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan 
hukum, sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu negara hukum. 
Sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap 
pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum bagi para pencari 
keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 
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c) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Umum. 
Bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradilan yang 
adil dan merdeka, maka dari itu Undang-Undang Peradilan Umum 
pasal 68 b dijelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh oleh 
siapa saja yang sedang tersangkut masalah hukum, adapun biaya 
perkara bagi para pencari keadilan ditanggung oleh negara.48 
d) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan 
Agama. 
Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Pengadilan Agama pada Pasal 60 B yang menjelaskan bahwa 
bantuan hukum berhak untuk diperoleh setiap orang yang tersangkut 
masalah hukum. 
e) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. 
Adapun bantuan hukum di dalam peradilan tata usaha negara 
dimuat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada Pasal 57 
yang menjelaskan hak untuk didampingi dan diwakili oleh kuasa. 
f) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 
                                                          
48 Kelompok Kerja Paralegal, Working Paper: Kritis Dari Aspek Paralegal dan 
Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment), (Jakarta: KKPI, 2014), hlm. 25. 
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Bantuan Hukum secara cuma-cuma dalam Undang-Undang 
Advokat terdapat di dalam Pasal 1 ayat (9) telah dijelaskan bahwa 
pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
advokat secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.  
g) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang hukum Acara Pidana. 
Bantuan hukum menurut KUHAP telah diatur dalam bab VI 
Pasal 54, dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak 
mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum untuk 
kepentingan pembelaan. Dalam Pasal 56 juga dijelaskan bahwa 
tersangka atau terdakwa yang mendapat ancaman hukuman pidana 
mati atau pidana lebih dari lima belas Tahun atau lebih, maka wajib 
mendapat penasihat hukum.49 
C. Advokat 
1. Pengertian Advokat 
Perkataan “Advocaat” secara etimologis berasal dari bahasa Latin, 
yaitu “Advocare” yang berarti “to defend, to call to one’s aid to vouch or 
warrant”. Sedang dalam bahasa Inggris “Advocate” berarti: “to speak in 
favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended 
publikly.”50 Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
                                                          
49 Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1984), hlm. 19. 
50 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, (Jakarta : 
Sinar Harapan, 1995), Hlm. 72. 
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Airlangga, Perter Muhmud Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa 
Belanda, kata advocaat berarti procureur yang kalau diterjemahkan di 
dalam bahasa Indonesia adalah pengacara.51 
Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang 
memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan 
atau pertolongan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa 
baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun 
yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Jasa 
hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan 
konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 
membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum 
klien.52 Perkataan Advokat dengan istilah demikian sebenarnya telah 
mengandung nilai-nilai historis dengan tidak merubah kata aslinya, oleh 
karena itu, lebih tepat dan dapat dipertahankan dengan menulis 
“Advokat”. 
Advokat secara historis termasuk salah satu profesi yang tertua, 
dalam perjalanannya profesi advokat dinamakan sebagai Officium Nobile 
                                                          
51 AS Hornby; Oxford University Press 1987 hlm. 14 (Advokat Litigasi dan Non Litigasi 
Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini “H. A. Sukris Sarmadi, M.H, (Bandung: Mandar 
Maju, 2009), hlm. 1. 
52 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat. 
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(jabatan mulia). Penamaan tersebut diberikan karena aspek 
“kepercayaan” dari pemberi kuasa/klien.53 
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 
pengertian penasihat hukum atau advokat yaitu orang yang berprofesi 
memberi jasa hukum, baik litigasi maupun non litigasi yang memenuhi 
syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.54 
Advokat atau penasihat hukum adalah warga negara Indonesia 
yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur 
dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang 
tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah 
Pancasila dan Undang-Undang 1945. Advokat juga berperan penting 
dalam menciptakan stabilitas hukum di masyarakat, karena hukum 
merupakan salah satu norma sosial yang ada pada masyarakat selain 
norma agama, kesopanan dan kesusilaan. 
Seorang advokat atau penasihat hukum dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik, jujur, adil, memegang amanat dari negara maupun 
masyarakat tidak cukup hanya diatur, dilindungi oleh Undang-Undang 
saja, namun juga perlu adanya etika profesi yang mengatur dan 
mengawasi. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi 
dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi advokat.55 
                                                          
53 Luhut, M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contemp Of Court, Satu Profesi di Dewan 
Kehormatan Profesi, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 1. 
54 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. 
55 Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 7. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang 
apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 
(akhlak).56 Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang harus dipengaruhi oleh sekelompok orang 
yang disebut kalangan profesional atau orang yang menyandang suatu 
profesi tertentu disebut seorang profesional. Kode etik penting sebagai 
sarana kontrol sosial. Kode etik profesi mencegah pengawasan atau 
campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat 
malalui agen atau pelaksananya. Kode etik adalah penting untuk 
pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik pada 
dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta 
berdasarkan metode dan prosedur yang benar pula.57 
Ada beberapa pengertian tentang kode etik advokat, diantaranya: 
a) Menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat 
sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan 
perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat 
hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu 
beracara di muka pengadilan maupun diluar pengadilan.58 
                                                          
56 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 309. 
57 E. sumaryono, Etika dan Profesi Hukum, (Yogyakarta: Kanisus, 1995), hlm. 88. 
58 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 88. 
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b) Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat 
kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam 
menjalankan suatu profesi. 
c) Dalam kode etik advokat Indonesia Tahun 2002 dijelaskan bahwa 
kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam 
menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun 
membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan 
bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, 
pengadilan, Negara, Undang-Undang, lawan berperkara, rekan 
advokat, atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.59 
2. Tugas Advokat 
Tugas seorang advokat sebagaimana telah dijelaskan dalam 
Undang-Undang Advokat yang meliputi: 
7) Mewawancari klien dan memberikan konsultasi hukum. 
8) Menulis perkara hukum dan menyiapkan pembelaan secara tertulis 
untuk kliennya. 
9) Mendampingi klien di pengadilan maupun di luar pengadilan. 
10) Mempertanyakan saksi. 
11) Melakukan Negosiasi 
12) Menjadi mediator 
  
                                                          
59 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung: 
Refika Aditama, 2006), hlm. 185. 
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3. Hak dan Kewajiban Advokat 
Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
secara khusus dijelaskan pada BAB IV dengan hak dan kewajiban 
advokat, akan tetapi hak dan kewajiban seorang advokat juga dapat dilihat 
dari keseluruhan isi Undang-Undang tersebut. 
Hak-Hak bagi advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Th 2003 
menyebut tentang hak dalam bab IV, yakni hak kebebasan dan 
kemandirian (independence), hak kebebasan dan kemandirian 
(independence) seorang advokat tertuang dalam Pasal 14 dan 15, sebagai 
berikut: 
Pasal 14: 
“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan 
dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam 
sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi 
dan peraturan perUndang-Undangan. 
 
Pasal 15: 
“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk 
membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap 
berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perUndang-
Undangan”. 
 
Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-
pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan di dalam melakukan 
pembelaan terhadap perkara yang menjadi tanggung jawabnya di 
persidangan dengan kapasitasnya sebagai advokat. Sedangkan kebebasan 
dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya dalam melakukan 
pembelaan secara hukum baik litigasi maupun non Litigasi. 
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4. Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum 
Profesi hukum dalam pilar penegakan hukum di Indonesia 
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, satu diantara aparat penegak 
hukum tersebut adalah advokat, aau penasihat hukum yang akrab disebut 
pengacara. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor18 Tahun 2003 
tentang Advokat. 
Undang-Undang Advokat telah melabelkan advokat sebagai 
penegak hukum. Dalam hal ini, hakikat penegakan hukum tertentu tidak 
dapat diparsialkan terhadap kinerja Advokat dalam menjalankan tugas 
mulianya. Artinya bahwa di dalam kedudukan sebagai penegak hukum, 
secara normatif advokat dituntut tidak hanya membela kepentingan 
hukum kliennya, tetapi adlah dalam rangka law enforcement.60 
5. Batas Kebebasan Profesi Advokat 
Pada dasarnya advokat merupakan profesi bebas. Artinya tidak ada 
batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan atau 
pendampingan terhadap kliennya. Advokat mempunyai kewewenang atas 
dasar limpahan yang disampaikan Undang-Undang advokat, tentang 
bagaimana harus berkinerja.  
Kewajiban yang melekat pada profesi advokat, mengandung makna 
adanya keharusan yang mesti dilakukan, tidak boleh tidak melakukan atau 
memenuhi, sudah sepatutnya. Standar yang harus ditaati sehingga profesi 
                                                          
60 Marudut Tampubolon, Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Social Interaksi 
Advokat-Klien”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Pertama, 2014), hal. 27. 
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yang mulia dan terhormat itu tetap terjaga pada posisinya. Hal demikian 
menjadi kewajiban advoka t dan tentunya para pihak yang berinteraksi 
dengan advokat untuk tidak memberikan rangsangan yang mendegradasi 
nilai profesi itu. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 
‘Aisyiyah Jawa Tengah 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Majelis Hukum dan HAM Pimpinan 
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah 
Lembaga ini di dirikan pada tahun 2002 periode Muktamar periode 
2002-2005 dengan nama Majelis Hukum HAM dan Advokasi Pimpinan 
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah (LEHHAMAS) berdasarkan SK No. 
49/PWA/A-SK/XII/2002.  
Dengan susunan pengurus: 
Ketua  : Dra. Hj. Gunarsi, SH, MH 
Sekretaris  : Siti Kasiyati, S.Ag, M.Ag 
Anggota : Dra. Hj. Dian S. Thantowi 
  Siti Awaliyah 
  Sofyan, SH 
  Ivan, SH 
Hal yang melandasi berdirinya lembaga ini adalah untuk 
menegakkan nilai-nilai kebenaran universal dan membela hak-hak kaum 
tertindas sebagai manivestasi dari gerakan persyarikatanMuhammadiyah 
yakni amar ma’ruf nahi munkar. Disamping itu juga merupakan amanat 
dari muktamar. 
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Mandat yang harus dijalankan oleh lembaga ini adalah mendorong 
penegakan hukum dan HAM berdasarkan kebenaran dan tidak bertentangan 
dengan AD/ART Muhammadiyah dan Aisyiyah menuju masyarakat adil dan 
sejahtera. 
Hal-hal yang dilakukan lembaga ini adalah: 
1. Berkenaan dengan issu hukum dan Demokrasi. 
2. Memperjuangkan kebenaran Universal. 
3. Issu lebih difokiskan tentang perempuan dan anak. 
4. Pelayanan ditujukan untuk umum baik untuk warga Muhammadiyah 
maupun lainnya dan berdiri diatas semua golongan. 
Berdasarkan hal-hal di atas strategi yang diangkat lembaga ini adalah 
penegakan hukum, HAM dan Advokasi yang pada isu perempuan dan anak.  
Adapun susunan pengurus: 
Ketua   : Siti Kasiyati, S.Ag, M.Ag 
Sekretaris   : Erwita Kusumawati, S.Pdi, M.Pd  
Bendahara  : Sri Harjani 
Lembaga Hubungan Organisasi Hukum dan Advokasi Pimpinan 
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah berkantor pusat di Semarang namun dalam 
hal pelayanan kantornya berada di kota Surakarta, hal ini mengingat 
ketersediaan SDM dan domisili ketua lembaga berada di Kabupaten 
Sukoharjo Surakarta. 
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Sebagai lembaga layanan yang berada di bawah ormas keagamaan 
keberadaannya sangatlah dibutuhkan bagi organisasi maupun masyarakat, 
meski dengan sumber pendanaan yang terbatas, eksistensi lembaga terus 
dilakukan dari tahun 2002 sampai dengan sekarang, meskipun periode 
kepengurusan telah berganti pada tahun 2005.  
Periode Muktamar 2010-2015 mengingat pentingnya kehadiran 
Lembaga itu maka nama lembaga berubah menjadi Majelis Hukum dan 
HAM PWA ‘Aisyiyah Jawa Tengah yang berarti secara hukum di setiap 
pimpinan Daerah ‘Aisyiyah se-Jawa Tengah otomatis berdiri Majelis Hukum 
dan HAM minimal sampai dengan Cabang, tingkat Kecamatan, bahkan bisa 
sampai Ranting (Desa). Alhamdulillah sejak tahun 2010 sudah berdiri 
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah di 35 Kabupaten atau 
kota di Jawa Tengah. Bahkan sesuai dengan hasil Rakernas tahun 2013, 
Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menggariskan bahwa di tingkat kabupaten kota 
diharapkan berdiri Pos Bantuan Hukum yang namanya disesuaikan dengan 
kondisi lokal daerah tersebut. 
Pada tahun 2010, sesuai dengan Muktamar, lembaga ini merumuskan 
program dalam musyawarah wilayah dan dijabarkan dalam rapat kerja 
pimpinan wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah memiliki lima divisi yakni: 
Divisi, Litigasi, Div. Non Litigasi, Div. Kajian, Divisi Diklat dan Divisi 
Hubungan Organisasi. Majelis ini terus berupaya meski dengan segala 
keterbatasan yang ada, dapat melakukan berbagai kegiatan diantaranya 
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melakukan bantuan hukum kepada masyarakat miskin khususnya kekerasan 
berbasis gender dan anak, advokasi kebijakan, kajian , sosialisasi dengan 
berbagai media baik di internal Aisyiyah maupun eksternal, Melakukan 
diklatparalegal dengan korpmubalighot pimpinan wilayah ‘Aisyiyah, 
rehabilitasi korban, pemulihan secara psikis dan mental spiritual. 
2. Struktur Organisasi 
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah 
Muktamar 2015-2020 diketuai oleh Siti Kasiyati, S.Ag.M.Ag, Sekretaris 
Erwita Kusumawati, S.Pd.I.,M.Pd. Adapun susunan pengurusnya sebagai 
berikut: 
Tabel 1 
Susunan Pengurus Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 
Jawa Tengah 
NO NAMA ALAMAT JABATAN 
1 Dra.Hj.Sri 
Gunarsi, 
SH.MH 
Jl. Garuda Mas No.18 
Tuwak Wetan Gonilan 
Sukoharjo 
Koordinator 
2 Siti Kasiyati, 
S.Ag.M.Ag 
Jl. Jambu Raya No.32 A 
Jajar Laweyan Surakarta 
Ketua Majelis 
HUKUM dan 
HAM (Advokat) 
3 Dra.Hj.Istiqom Bendosari Sukoharjo Sekretaris 
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ah,SE,MM 
4 Sri Harjani 
Siti Maesaroh 
Makamhaji Kartasura 
Sukoharjo 
Bendahara 
5 Abdullah Tri 
Wahyudi, 
S.Ag.SH 
(Advokat) 
Dra. Nur 
Hayati, S.H, 
M.H 
Zaenal Aripin, 
S.Sy 
(Advokat) 
M.Julijanto, 
S.Ag.M.Ag 
(Ass. Advokat) 
Supriyanto, 
SH.I (Ass. 
Advokat) 
Didik 
Hardiyanto, 
Sukoharjo 
 
 
 
Wonogiri 
 
 
Sukoharjo 
 
 
Wonogiri 
 
 
Sukoharjo 
 
 
Sukoharjo 
Tim Litigasi PWA 
Jateng 
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S.H, M.H 
Sugiyono, S.Hi 
6 Putri 
Listyandari, 
S.Sos 
Yanti 
Amaliani, SIP 
Ginuk, S.Pd 
Umi 
Barokah,SH 
Sidik, S.Ag, 
M.Ag 
Muh. Zumar 
Aminudin, 
S.Ag, M.H 
Sukoharjo Kajian 
7 Erwita 
Kusumawati, 
S.Pd, M.Pd 
Mairda 
Sukmafatika 
Takdir Lela, 
Surakarta 
 
 
Sukoharjo 
 
Sukoharjo 
Non Litigasi 
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S.Sy 
Abdul Wakhid, 
S.Pd 
Masruchan, 
S.Ag, S.Pdi 
 
Sukoharjo 
 
Sukoharjo 
8 Dra.Nurul 
Hidayah, 
M.Ag 
Yulia, M.Pd 
Mirasih, S.Ag, 
M.Ag 
Surakarta 
 
 
Divisi Diklat 
9 Murfia Dewi 
Wulandari, 
S.Pd, M.Pd 
Dra.Hj.Dian 
Tantowi, SH, 
M.Si 
Siti Awaliyah, 
S.Ag 
Sukoharjo Divisi Rehabilitasi 
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3. Program Kerja Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 
Jawa Tengah Tahun 2015-2020 
Program Lembaga Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 
Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 
a. Landasan Perumusan Program 
Program kerja MHH PW ’Aisyiyah dirumuskan berdasarkan nilai-
nilai dasar yang dijadikan landasan keberadaan organisasi : 
a. Al Quran dan As-Sunnah 
b. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga ’Aisyiyah 
c. Nilai-nilai dasar ’Aisyiyah dan Persyarikatan : 
1) Mukadimah AD ’Aisyiyah dan Muhammadiyah 
2) Kepribadian Muhammadiyah 
3) Kittah Perjuangan Muhammadiyah 
4) Matan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah 
5) Pedoman Hidup Islami Muhammadiyah dan pedoman lainnya. 
d. Program Kerja Nasional MHH PP ’Aisyiyah 
b. Prinsip Program 
Program kerja MHH disusun dengan memperhatikan prinsip-
prinsip sebagai berikut : 
a. Prinsip amar ma’ruf nahi mungkar, yakni prinsip yang mendasarkan 
seluruh kegiatan dan tindakan pada kebaikan untuk seluruh umat 
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dan mencegah setiap keburukan dan kedholiman yang merugikan 
dan menyengsarakan umat.  
b. Prinsip Hikmah, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi 
yang dihadapi secara proporsional dan bijaksana, serta pendekatan 
yang menyejukkan. 
c. Prinsip Keadilan dan Kebenaran, yakni prinsip yang mendasarkan 
setiap tindakan pada nilai-nilai islam, kepatutan, kejujuran serta 
keseimbangan.  
d. Prinsip Kemajuan dan Pemberdayaan, yakni prinsip yang 
mendasarkan setiap tindakan pada usaha-usaha untuk 
memberdayakan dan memajukan untuk mencapai tujuan gerakan. 
e. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas, yakni prinsip memperhitungkan 
asas-asas efesiensi dan efektifitas sesuai dengan kemampuan, 
pelaksanaan yang tepat, ketersediaan dana dan personil dan 
menghindari kejumbuhan (ketumpang-tindihan) dan pemborosan 
dalam pelaksanaan. 
f. Prinsip Fleksibilitas, yakni prinsip gerak yang selalu memberi 
kemungkinan pada pengembangan dan penyesuaian dalam 
pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan kepentingan setempat. 
g. Prinsip Kemanfaatan dan Kemaslahatan, yakni prinsip gerak dan 
kebijakan yang memprioritaskan program yang benar-benar 
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memberi nilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat dan 
masyarakat secara luas. 
c. Tujuan Program 
Tujuan program bidang hukum adalah terbinanya kesadaran dan 
perilaku hukum dan hak asasi manusia dalam menciptakan keadilan, 
ketertiban, dan kebaikan hidup bersama baik yang berbasis pada norma 
hukum maupun norma-norma agama dan budaya bangsa. 
d. Program Utama 
Program Utama bidang Hukum ’Aisyiyah meliputi : 
1. Peningkatan kesadaran hukum kaum perempuan, dengan cara 
meningkatkan sosialisai pemahaman dan penyadaran hukum serta 
berbagai peraturan perundangan melalui gerakan Keluarga Sakinah 
dan Qaryah Tayyibah (Kadarkum-Keluarga Sadar Hukum) 
sehingga terwujud warga masyarakat yang tertib hukum, dengan 
metode simulasi. 
2. Meningkatkan sosialisasi pemahaman tentang segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran Hak Asasi 
Manusia dan nilai-nilai Islam rahmatan li ’alamin serta upaya 
pencegahan penanggulangan da penghapusan segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
3. Melakukan pengkajian secara proaktif terhadap berbagai rancangan 
perundang-undangan dan berbagai peraturan yang merugikan 
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perempuan dan umat Islam dengan perspektif gender sesuai 
nilai0nilai Islam untuk keadilan bagi semua dan menindaklanjuti 
aspirasi hukum melalui berbagai saluran dan strategi kepada 
lembaga-lembaga negara yang berwenang. 
4. Meningkatkan partisipasi dalam gerakan anti korupsi, mafia 
peradilan dan menigkatkan gerakan pemerintahan yang bersih, serta 
gerakan anti pornografi. 
5. Meningkatkan upaya Advokasi hukum dan HAM bagi masyarakat 
khususnya yang termarjinalkan termasuk pembelaan terhadap 
perempuan dan anak serta TKW bermasalah sebagai kelompok 
rentan. 
6. Melakukan pengkajian secara proaktif terhadap berbagai rancangan 
perundang-undangan dan berbagai peraturan yang merugikan 
perempuan dengan perspektif gender sesuai nilai-nilai Islam untuk 
keadilan bagi semua dan menindaklanjuti aspirasi hukum melalui 
berbagai saluran dan strategi kepada lembaga-lembaga negara yang 
berwenang. 
7. Mengembangkan kajian-kajian hukum khususnya hukum Islam 
dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer. 
8. Mengembangkan pola dan model pendampingan serta pemberian 
bantuan hukum terhadap para perempuan korban kekerasan, 
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trafficking, korban ketidak adilan, dan anak-anak korban kekerasan 
yang berbasis pada komunitas. 
9. Melakukan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan undang-
undang Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga, UU anti Trafficking, UU Pornografi dan UU 
lainnya. 
10. Peningkatan kapasitas pengurus MHH dalam melakukan kegiatan 
penyadaran hukum masyarakat dan pendampingan/advokasi bagi 
masyarakat korban kekerasan dan pelanggaran hukum. 
11. Kesadaran perempuan di bidang perlindungan Konsumen, 
sosialisasi hak-hak konsumen dengan berjejaring dengan Lembaga 
Konsumen. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk 
mengkritisi untuk memperoleh hak konsumen. 
Program utama Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat 
’Aisyiyah ini dijabarkan dalam program kerja Majelis Hukum dan HAM 
Pimpinan Wilayah ’Aisyiyah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan partisipasi aktif ’Aisyiyah dalam upaya penegakan 
hukum dan HAM di Indonesia sehingga terwujud rasa keadilan bagi 
setiap warga negara. 
b. Meningkatkan sosialisasi pemahaman tentang segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi 
manusia dan nilai-nilai Islam rahmatan lil ’alamin serta upaya 
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pencegahan penanggulangan dan penghapusan segala bentuk 
kekerasan terhadap berbasis gender dan anak termasuk difabel 
berhadapan dengan hukum 
c. Meningkatkan partisipasi dalam gerakan anti korupsi, mafia 
peradilan dan meningkatkan gerakan pemerintahan yang bersih, 
serta gerakan anti pornografi. 
d. Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan penyadaran hukum serta 
berbagai peraturan perundangan kepada masyarakat luas khususnya 
masyarakat miskin dan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
melalui penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum dan gerakan 
keluarga sakinah dan qaryah Thayyibah sehingga terwujud warga 
dan masyarakat yang tertib hukum. 
e. Meningkatkan upaya advokasi hukum dan HAM bagi masyarakat 
khususnya yang termarjinalkan termasuk pembelaan terhadap 
perempuan dan anak serta TKW bermasalah sebagai kelompok 
rentan. 
f. Memberikan bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi kepada 
masyarakat miskin dan atau masyarakat yang membutuhkan baik 
bidang perdata, pidana dan TUN 
g. Melakukan pengkajian secara proaktif terhadap berbagai rancangan 
perundang-undangan dan berbagai peraturan yang merugikan 
perempuan dan umat Islam dengan perspektif jender sesuai nilai-
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nilai Islam untuk keadilan bagi semua dan menindaklanjuti aspirasi 
hukum melalui berbagai saluran dan strategi kepada lembaga-
lembaga negara yang berwenang. 
h. Mengembangkan kajian-kajian hukum khususnya hukum Islam 
dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer. 
i. Mengembangkan pola dan model pendampingan serta pemberian 
bantuan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan 
anak, difabel berhadapan dengan hukum, trafficking, korban 
ketidakadilan, dan anak-anak korban kekerasan yang berbasis pada 
komunitas. 
j. Melakukan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan UU 
Perlindungan Anak, UU Penghapusan KDRT, UU Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pornografi, PERDA, 
PERGUB dan UU lainnya. 
k. Sosialisasi hak-hak konsumen dan perlindungan hukum bagi 
UMKM (seperti hak paten) dengan berjejaring dengan Lembaga 
Konsumen. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk 
mengkritisi untuk memperoleh hak konsumen 
l. Melakukan kajian UU, Perda dan Peraturan lainnya dengan 
perspektif pada keberpihakan pada kaum lemah dan advokasi 
kebijakan. 
m. Advokasi bidang hukum pada Asset Under Management. 
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n. Pembentukan Aisyiyah Crisis Centre (ACC) yang berfungsi sebagai 
selther dan atau pusat rehabilitasi untuk korban kekerasan berbasis 
gender dan anak termasuk difabel berhadapan dengan hukum 
o. Mengembangkan secara kelembagaan dan jejaring di internal 
‘Aisyiyah dan Muhammadiyah dan masyarakat dalam penanganan 
korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk difabel 
berhadapan dengan hukum 
p. Peningkatan jumlah organisasi bantuan hukum di Jawa Tengah 
yang terakreditasi dari Kementrian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia 
q. Pembekalan bagi tenaga relawan /pendamping dan paralegal. 
4. Divisi-Divisi Dalam Majelis 
Dalam rangka melaksanakan program-program tersebut secara efektif 
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ’Aisyiyah memiliki lima 
Divisi, yaitu 
a. Divisi Kelembagaan dan hubungan organisasi 
b. Divisi Advokasi dan Kajian  
c. Divisi layanan 
1) Litigasi 
2) Non Litigasi 
d. Divisi Diklat 
e. Divisi Rehabilitasi 
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5. Jenis Kasus 
Dalam Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa 
Tengah selama ini telah menangani atau mendampingi berbagai persoalan 
atau masalah diantaranya yaitu: 
a. Penanganan KJKS Khodijah Aisyiyah Pedan Klaten atau yang sekarang 
bernama KSPPS Khodijah Aisyiyah Pedan Klaten. 
b. KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 
c. Perceraian. 
d. Narkoba. 
e. Anak berhadapan dengan Hukum, dalam penyelesaian permasalahan di 
atas di lakukan secara litigasi maupun non litigasi. 
6. Data Kasus 
Bahwa Organisasi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 
‘Aisyiyah Jawa Tengah telah berpengalaman lebih dari 10 tahun menangani 
berbagai macam perkara baik litigasi maupun Non Litigasi, penanganan 
Litigasi berupa perkara pidana dan perdata. Perkara pidana meliputi : Pidana 
yang pelaku dewasa biasanya terkait kasus Narkotika, Penganiayaan, 
Pencurian, Penipuan, KDRT. Sedangkan pidana anak berhadapan dengan 
hukum meliputi anak sebagai korban, saksi dan pelaku. Biasanya terkait 
kasus Pencabulan, Persetubuhan, Pencurian, Penganiayaan, dll.  
Sedangkan perkara litigasi perdata yang didampingi selama ini 
meliputi : perceraian (cerai gugat dan cerai talak), sengketa ekonomi syariah, 
61 
 
 
 
hak asuh anak, waris, wasiat, kepailitan, pembatalan perkawinan, performa, 
dll. Dan pendampingan Non Litigasi berupa Penyuluhan Hukum, 
Pemberdayaan Masyarakat, Konsultasi, Investigasi, pembuatan surat 
gugatan/permohonan, drafting hukum, Pendampingan di luar Pengadilan, dll. 
Sementara itu dari data rekapitulasi dampingan kami pada tahun 2012 
sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah dampingan kami 
dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik perkara litigasi 
Pidana maupun perdata. Berikut adalah Pengalaman Majelis Hukum dan 
HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah dalam melakukan pendampingan, antara 
lain61:  
Gambar 1 
Data kasus yang di MHH PWA JATENG 
 
                                                          
61 Dokumentasi LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. 
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Tabel 3 
Model Perlindungan 
 
 
  KORBAN 
 
Support Grup/ 
Trauma 
Healing 
SIAP 
MENGIKUTI 
PROSES LEBIH 
LANJUT KORBAN 
DALAM 
KONDISI 
BARU 
MENGIKUTI 
PROGRAM 
LIFE SKILL 
PROGRAM 
LITIGASI/BANTUAN 
HUKUM 
KORBAN 
BERDAYA 
KONDISI 
FISIK DAN 
MENTAL 
YANG 
LEBIH BAIK 
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B. Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara KDRT 
1. Jenis KDRT Yang Ditangani Advokat 
Jenis KDRT meliputi: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan 
Seksual, dan Penelantaran atau Deprivasi Ekonomi. Adapun jenis KDRT 
yang sudah pernah ditangani oleh Advokat yang bekerja di Majelis Hukum 
dan HAM Pimpinan Wilayah ’Aisyiyah Jawa Tengah ditemukan tiga jenis, 
yaitu: Kekerasan Fisik, Psikis, dan Penelantaran terhadap keluarga. 
2. Pelaku KDRT 
Pelaku KDRT yaitu orang yang berada dilingkup rumah tangga 
sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang yang cakupannya lebih 
luas, sehingga pelakunya tidak hanya dilakukan oleh suami dan istri, tetapi 
juga anggota keluarga lainnya bahkan mereka yang tidak memiliki pertalian 
darah tetapi sudah lama hidup bersama keluarga atau bekerja dalam rumah 
tangga. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis 
ditemukan bahwa pelaku tindak KDRT kebanyakan dilakukan oleh suami, 
walaupun sebenarnya suami bisa juga berposisi sebagai korban dari KDRT 
tersebut. 
3. Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Penyebab kekerasan terhadap perempuan di lingkungan keluarga 
disebabkan oleh beberapa faktor, adapun faktor penyebab kekerasan menurut 
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para korban yaitu: adanya orang ketiga62 yang berujung timbul percecokan 
yang tidak bisa dihindari lagi, ketidak jujuran/kebohongan yang dilakukan 
oleh pihak suami kepada istri,63 yang dilakukuan suami selalu meminta uang 
pada istrinya untuk bermain judi64 dan mabuk-mabukan,65 penelantaran 
terhadap keluarga.66  
Selain dari alasan yang sudah disampaikan oleh para korban, ternyata 
ada lagi suatu faktor yang menjadi dasar KDRT sebagaimana yang dikatakan 
oleh M. Julijanto67 : bahwa terjadinya KDRT disebabkan karena ketidak 
sepahaman antara suami dan istri, yang tidak ada titik temu dalam 
menyelesaikan masalah. Sehingga timbul perselisihan yang terus menerus 
sampai tingkat emosi yang tidak bisa terkendali. Sebagaimana yang 
disampaikan oleh Zaenal Aripin68: faktor penyebab KDRT adalah 
penelantaran ekonomi namun dari situ berkembang karena faktor-faktor 
                                                          
62 Via, korban KDRT klien di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah jawa 
tengah, Wawancara Pribadi, 13 Mei 2019, jam 13.00-14.00 WIB. 
63 Tuti, korban KDRT klien di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa 
Tengah, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2019, jam 10.00-11.00 WIB. 
64 Ina, korban KDRT klien di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah jawa 
tengah, Wawancara Pribadi, 13 Mei 2019, jam 16.00-17.00 WIB. 
65 Eno, korban KDRT klien di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah jawa 
tengah, Wawancara Pribadi, 15 Mei 2019, jam 16.00-17.00 WIB. 
66 Ana, korban KDRT klien di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah jawa 
tengah, Wawancara Pribadi, 11 Mei 2019, jam 11.00-12.00 WIB. 
67 Muhammad Julijanto, Pengacara di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah 
Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2019, jam 13.00-14.00 WIB. 
68 Zaenal Aripin, Pengacara di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah jawa 
tengah, Wawancara Pribadi, 23 Mei 2019, jam 16.30-17.30 WIB. 
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lingkungan dan psikologis pelaku tindak kekerasan yang lainpun dialami 
oleh korban. 
4. Akibat Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Akibat dari tindak KDRT terhadap korban, maka yang terjadi adalah 
campur aduk antara marah dan trauma sebagaimana yang dialami oleh Via69 
dan Ana70, tekanan batin karena tidak adanya saling keterbukaan dalam 
rumah tangga71, hingga pemukulan yang dialami oleh Eno72 dan Ina73 yang 
dilakukan oleh suaminya. Dalam hal ini korban juga merasakan stres berat74 
akibat dari keegoisan atau pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada 
istri, walapun bisa sebaliknya juga yang melakukan tindak KDRT. 
5. Strategi Advokat Dalam Menangani Perkara KDRT 
Pertama Non Litigasi, awalnya korban datang menemui advokat terus 
mengutarakan apa saja yang menjadi problemnya. Setelah itu baru seorang 
advokat memberikan konsultasi, kemudian advokat juga melakukan 
investigasi ke pelakunya atau suaminya atau istrinya atau keluarganya, 
advokat datang ke keluarganya baik-baik untuk menyelesaikan masalah. 
                                                          
69 Klien di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah. 
70 Ibid. 
71 Tuti, korban KDRT klien di Majelis Hukum dan HAM … 
72 Klien di Majelis Hukum dan HAM… 
73 Ibid. 
74 Muhammad Julijanto, Pengacara di Majelis Hukum dan HAM … 
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Setelah menemui, advokat coba mediasi kepada para pihak. Dalam posisi ini 
advokat itu berposisi sebagai mediator. Kalau masalahnya bisa diselesaikan 
secara kekeluargaan itu diselesaikan saat itu, hal tersebut dilakukan oleh 
advokat di ranah non litigasi. Jadi non litigasi itu advokat memberikan 
konsultasi, memberikan pendampingan, menjadi mediator (penengah) bagi 
mereka sekaligus menjadi konsultan dalam bidang termasuk bidang spiritual 
dan psikologisnya. Jika sampai trauma yang dialami korban betul-betul 
sangat parah klien, advokat punya juga psikiater atau psikolog, kemudian 
korban diteskan supaya goncangannya itu bisa terurai75. 
Kedua litigasi, advokat memberikan pendampingan hukum secara all 
out dari bagaimana menyusun gugatan ataupun mungkin kalau dia dalam 
posisi adalah menjadi termohon atau tergugat maka diberikan pendampingan 
juga. Kemudian dari yang berkaitan dengan KDRTnya advokat serta dalam 
pendampingan, karena KDRT adalah ranah Pidana maka dilaporkan ke 
Pengadilan Negeri76. Seperti halnya bahwa hukum pidana itu bersifat 
ultimum remidium artinya itu jalan akhir jika upaya dengan jalan-jalan yang 
lain sudah ditempuh dan tidak berhasil baru hukum pidana 
dijalankan77.Demikian juga ditempuh jalur-jalur yang non yuridis tapi lebih 
pendekatan politis, hal tersebut dilakukan jika pelaku tindak kekerasan 
                                                          
75 Muhammad Julijanto, Pengacara di Majelis Hukum dan HAM … 
76 Muhammad Julijanto, Pengacara di Majelis Hukum dan HAM … 
77 Zaenal Aripin, Pengacara di Majelis Hukum dan HAM … 
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tersebut adalah orang yang bekerja pada pemerintahan sehingga 
memungkinkan pelaku memiliki perlindungan hukum. 
Persoalan yang dihadapi perempuan sehingga rentan kekerasan salah-
satunya disebabkan masalah ekonomi, keterbatasan akses ekonomi yang 
dialami perempuan tersebut seringkali menjerumuskan mereka terjebak pada 
sistem rentenir. Apalagi jika kondisi mereka miskin dan buta huruf mereka 
rawan menjadi korban penipuan dan ujung-ujungnya terjadi kekerasan selain 
alasan tersebut perempuan yang terjebak oleh rentenir dikarenakan untuk 
mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga mengharuskannya berhutang. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Strategi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum 
Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang memberikan 
bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini 
bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya 
kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya 
untuk beracara dalam hukum. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat 
berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan 
hukum klien.78  
Seorang advokat atau penasihat hukum dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik, jujur, adil, memegang amanat dari negara maupun masyarakat tidak 
cukup hanya diatur, dilindungi oleh UU saja, namun juga perlu adanya etika 
profesi yang mengatur dan mengawasi. Setiap advokat wajib tunduk dan 
mematuhi kode etik profesi dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi 
                                                          
78 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
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advokat.79 Selain itu, advokat memiliki kewajiban untuk memberikan batuan 
hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.80 
Majelis Hukum dan HAM PW ‘Aisyiyah Jawa Tengah sebagai 
Lembaga Bantuan Hukum tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan 
bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat atau pencari keadilan 
yang tidak mampu. Khususnya dalam hal pendampingan terhadap korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sepeti yang telah disampaikan dalam bab 
sebelumnya terdapat banyak kasus KDRT yang ditangani oleh Majelis 
Hukum dan HAM PW ‘Aisyiyah Jawa Tengah. 
Tindak kekerasan dalam rumah tangga bukanlah perkara yang bisa 
dianggap remeh, karena membutuhkan pendekatan khusus dalam 
mendampingi korban KDRT. Dimana korban KDRT pastinya mengalami 
goncangan yang sangat dahsyat dalam hidupnya baik secara fisik maupun 
psikis, sehingga membutuhkan pendekatan khusus. 
1. Non Litigasi 
Menurut pemaparan dari narasumber Bapak Julijanto “Strateginnya 
non litigasi yaitu Memberikan pendampingan, menjadi mediator 
(penengah) bagi mereka (korban/klien) sekaligus menjadi konsultan 
dalam bidang spiritual dan psikologisnya”. 
Jadi peran seorang advokat dalam penangangan permasalahan, 
bukan hanya memberikan solusi atas permaslahan yang sedang dihadapi 
                                                          
79 Harlen sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 7. 
80 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
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oleh korban. Melainkan juga pendampingann secara intens terhadap 
korban hingga permasalahan yang dihadapi korban secara ruhani maupun 
psikis benar-benar terselesaikan. 
2. Litigasi 
Litigasi kita memberikan pemahaman secara administrative dan 
pendampingan secara hukum all out. Seperti yang diuatarakan oleh 
Zaenal Aripin bahwa ”Mengenai strategi litigasi, disamping bersifat 
penanganan advokat juga melakukan pencegahan. Jadi advokat 
melakukan sosialisasi, penyuluhan pemberdayaan, penanganan perkara, 
kemudian pasca penanganan kita melakukan pendampingan dan 
rehabilitasi mulai dari kesehatan, fisik, psikis, kerohanian dan rehab 
ekonomi dan sosial sampai korban siap untuk kembali kemasyarakat 
seperti awal. Bahkan sebelum perkara itu dibawa ke pengadilan, mediasi 
itu wajib dilakukan, advokat sebagai penegak hukum wajib 
mengupayakan perdamaian, meskipun yang namanya penegakkan hukum 
harus tetap dijalankan terutama perkara-peraka pidana.”81 
Jalur litigasi bersifat administrative, berbeda dengan non litigasi. 
Strategi advokat dalam penyelesaian lebih komprehensif dan sistematis. 
Advokat bukan hanya berhenti pada penyelesaian, melainkan juga 
antisipatif yang dibuktikan dengan pengadaan sosialisi. 
                                                          
81 Zaenal Aripin, Pengacara di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 
‘Aisyiyah jawa tengah, Wawancara Pribadi, 23 Mei 2019, jam 16.30-17.30 WIB 
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Jadi dalam pemberian bantuan hukum Advokat di Majelis Hukum 
dan HAM PW ‘Aisyiyah Jawa Tengah menggunakan dua tahap, yaitu 
Non Litigasi dan Litigasi. Dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2003, yang dimaksud penasehat hukum atau advokat adalah 
orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam (litigasi) 
maupun di luar pengadilan (non litigasi) yang memenuhi persyaratan 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Bahkan dalam tahap Non 
litigasi pun dilaukan sampai korban benar-benar merasa hak-haknya 
terpenuhi dan tidak jarang pula dilakukan rehabilitasi bagi korban yang 
mengalami trauma.  
B. Strategi Paling Efektif Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap 
Perempuan Korban KDRT 
Penyelesaian persoalan KDRT tentu bukan hal yang mudah, 
membutuhkan banyak strategi dan pola penanganan yang jitu agar 
korban/klien bisa mendapatkan hak-haknya. Seperti yang dilakukan oleh 
Advokat di Majelis Hukum dan HAM PW ‘Aisyiyah Jawa Tengah memilih 
strategi yang paling efektif yaitu :  
Pertama, Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat. Hal 
tersebut merupakan langkah awal dalam melakukan pencegahan terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Advokat bertindak sebagai 
pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak 
dan kewajiban seorang klien di depan pengadilan. Seorang advokat dalam 
melakukan pendampingan tentu membutuhkan pendekatan secara emosional 
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dengan klien, agar dapat menemukan titik permasalahan yang dihadapi dan 
selanjutnya memberikan solusi atau tindakan hukum yang dirasa perlu untuk 
memenuhi hak-hak klien. Bahkan tindakan visitasi juga menjadi langkah 
yang efektif untuk mengetahui keadaan klien baik dari kondisi sosial, 
keluarga, dan ekonomi. Tindakan visitasi tidak hanya dilakukan diawal, 
bahkan tidak jarang pasca penyelesaian permasalahan guna memastikan klien 
benar-benar telah mendapatkan hak-haknya dan sembuh dari trauma bagi 
korban yang secara psikis mengalami goncangan. Ketiga, bertindak sebagai 
pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa 
melakukan tindak kekerasan. Dalam hal ini advokat tidak serta merta 
menerima informasi sepihak guna memastikan bahwa seseorang yang 
didampingi benar-benar sebagai korban kekerasan atau bahkan pelaku 
kekerasan. Tentu advokat harus menempatkan diri sebagai penengah antara 
pelaku dan korban, serta usaha untuk rehabilitasi dan pemulihan akan 
dilakuan secara terus menerus. 
Demikian juga ditempuh jalur-jalur politis/lobi terhadap pihak-pihak 
terkait akan dilakukan apabila dirasa perlu untuk memenuhi hak-hak klien., 
contoh: pelaku KDRT adalah seorang pejabat negara, kebetulan sebagai 
sekretaris Desa yang sebagai ASN yang kemudian sekaligus dia sebagai 
seorang PPAT. Karena dia adalah staff bupati, maka langkah lobi terhadap 
bupati akan dilakukan untuk menguasahakn perdamaian antara keduanya 
supaya  klien itu juga terlindungi. Jadi jalur politis kalau itu perlu dilakukan 
jika dia punya posisi yang mungkin “secara hukum terlindungi” dilindungi 
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oleh kekuasaan maka dilakukan penanganan lewat jalur politik. Sampai 
dibuat laporan tentang perbuatan KDRTnya, kemudian unsur Pidananya 
dilaporkan ke polisi, dari sisi politisnya dimintakan supaya pelaku tersebut 
mendapat teguran dari pimpinan tingkat kabupaten, dalam hal ini adalah 
Bupati”.82 
Karena memang motif yang dalami oleh klien akan berbeda-beda tentu 
advokat akan menggunakan langkah-langkah sosial sebagai cara paling 
efektif untuk memenuhi hak-hak klien. Hal tersebut dilakukan denan 
kerjasama team yang solid dan akan melibatkan paralegal untuk membantu 
dalam penyelesaian konflik yang ada. Jadi, langkah paling efektif yang 
ditempuh oleh advokat di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 
Aisyiyah Jawa tengah banyak dilakukan dengan pendekatan emosional dan 
pendekatan sosiologis terhadap klien. 
  
                                                          
82 Muhammad Julijanto, Pengacara di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan 
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2019, jam 13.00-14.00 
WIB. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dalam pembahasan di atas yang berkaitan dengan Strategi Advokat 
Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan 
Wilayah ‘Aisyiah Jawa Tengah) pada skripsi ini, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Strategi yang digunakan advokat di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan 
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam pemberian bantuan hukum 
terhadap perempuan korban KDRT adalah : 
a. Non Litigasi, memberikan konsultasi, memberikan pendampingan, 
mejadi mediator (penengah) bagi mereka sekaligus menjadi 
konsultan dalam bidang termasuk bidang spiritual dan sikologisnya. 
b. Setelah konsultasi ternyata ada beberapa hal yang perlu klarifikasi 
atau pembuktian, dilakukan investigasi, mediasi. Jika dalam mediasi 
berhasil maka selesai pendampingannya di ranah non litigasi, namun 
jika tidak berhasil dalam mediasi maka pendampingan terus berjalan 
sampai ranah litigasi. 
c. Litigasi, memberikan pendampingan secara hukum all out dari 
bagaimana menyusun gugatan ataupun mungkin kalau dia dalam 
posisi menjadi termohon atau tergugat. 
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d. Pendampingan ranah litigasi, jika kasus tersebut berupa perkara 
pidana maka pendampingan dilakukan mulai pelaporan ke polisi 
sampai persidangan di Pengadilan Negeri. 
e. Pendampingan ranah litigasi, jika kasus tersebut berupa perkara 
perdata maka pendampingan dilakukan sejak pengajuan gugatan ke 
Pengadilan Agama. 
2. Strategi yang paling efektif dalam pemberian bantuan hukum terhadap 
perempuan korban KDRT di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan 
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 
a. Pertama, kooporatif dari pihak korban atau sehingga advokat 
mendiagnosanya akan lebih mudah. 
b. Kedua, berkaitan dengan materi hukumnya, materi hukum kalau 
itu adalah KDRT maka harus segera disiapkan alat bukti 
c. Ketiga, berkaitan dengan kendala-kendala pendanaan maka 
korban KDRT mencari Lembaga yang terakreditasi (Lembaga 
bantuan hukum terakreditasi kalau memang warga tidak mampu 
maka akan ada subsidi dari negara untuk mendapatkan bantuan 
hukum, sehingga hak-haknya terlindungi dan terjaga) kalau 
memang dia tidak mempunyai dana ataupun kemampuan 
ekonomi untuk mencari bantuan hukum yang professional. 
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B. Saran 
Pada akhir pembahasan Strategi Advokat Sebagai Pemberi Bantuan 
Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 
(Studi Kasus Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiah Jawa 
Tengah), maka penulis menyarankan : 
1. Pembahasan pada skripsi ini bersifat analisis terhadap data yang 
diperoleh lewat dokumen maupun hasil wawancara terhadap korban 
KDRT, sehingga memungkinkan adanya keterangan lain yang dapat 
menyempurnakan pembahasan ini. Maka usaha pengkajian lebih lanjut 
sangat penulis harapkan demi sempurnanya terkait pembahasan tentang 
strategi advokat dalam pemberian bantuan hukum terhadap perempuan 
korban KDRT. 
2. Pada penelitian ini ditemukan adanya kendala pemberian bantuan hukum 
yang terkait dengan pendanaan di dalam Lembaga bantuan hukum, 
dengan alasan karena Lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi. 
Maka penulis menyarankan supaya Lembaga bantuan hukum yang belum 
terakreditasi terkait dengan pendanaan, supaya segera mencari kebijakan 
dari YLBHI agar kedepannya Lembaga bantuan hukum bisa memberikan 
bantuan hukum bagi pencari keadilan tanpa adanya kendala sebab 
pendanaan untuk perkara yang ditanganinya. 
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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
kepada advokat 
 
Sigit Sudah berapa lama berkerja di Majelis Hukum dan HAM 
Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah? 
  
Sigit Selama bekerja di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan 
Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah ada berapa kasus KDRT yang 
pernah ditangani? 
  
Sigit Secara umum apa penyebab kasus KDRT yang dialami oleh 
klien tersebut? 
  
Sigit Apa akibat yang ditimbulkan dari KDRT terhadap korban? Apa 
korban mengalami goncangan? Apa korban langsung trauma 
atau mungkin mengalami stres?  
  
Sigit Apa strategi yang anda gunakan dalam pemberian bantuan 
hukum atau pendampingan terhadap perempuan korban KDRT 
(baik litigasi dan non litigasi)? 
  
Sigit Apa kendala yang anda hadapi dalam pendampingan dan Apa 
antisipasi untuk mengatasi kendala tersebut? 
  
Sigit Apa strategi yang paling efektif dalam pemberian bantuan 
hukum terhadap perempuan korban KDRT baik di ranah 
litigasi maupun non litigasi? 
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Lampiran 2 
PEDOMAN WAWANCARA 
Kepada Korban KDRT 
 
Sigit : apa Sebab terjadinya Kekerasan yang ibu alami? 
 :  
Sigit : Apa yang ibu Novi lakukan ketika mengalami kekerasan 
tersebut? Apa Langsung melapor atau ada tindakan lain yang 
dilakukan? 
 :  
Sigit : Apa yang ibu alami dalam tindak kekerasan dalam rumah 
tangga ini? 
 :  
Sigit : Apa yang dirasakan ketika mengalami kekerasan? Trauma 
atau apa? 
 :  
Sigit : Apa upaya yang anda lakukan supaya tidak terjadi kekerasan? 
 :  
Sigit : Menurut anda apa ketika di dampingi advokat dalam kasus 
tersebut bisa membantu menyelesaikan masalah? Kalau bisa 
jelaskan ? 
 :  
Sigit : Mungkin ada Saran terhadap kinerja terhadap advokat yang 
mendampingi dalam penyelesaian masalah yang anda hadapi? 
 :  
 
  
 
 
83 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1. Nama : Sigit Budiyanto 
2. NIM : 12.21.2.1.036 
3. Tempat, Tanggal lahir : Wonogiri, 04 April 1989 
4. Jenis kelamin : Laki-laki 
5. Alamat : Gandu, Rt 001/Rw 004 Joho, 
Pracimantoro, Wonogiri 
6. Nama ayah : Widodo 
7. Nama ibu : Sri Endang Suhartini 
8. Riwayat Pendidikan 
a. SD Negeri 02 Joho Lulus tahun 2001 
b. SMP Negeri 01 Pracimantoro lulus tahun 2004 
c. MTS Pondok Tremas Pacitan lulus tahun 2008 
d. MA Pondok Tremas Pacitan lulus tahun 2011 
e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 
2012 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
 Surakarta, 27 Mei 2019 
 
 
 
SIGIT BUDIYANTO 
 
